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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SALINAN 
 

 
 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 272 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Lembaga 

Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

  

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 
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Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan 

Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1877);  

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

4. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 

2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan 

Lembaga Sertifikasi Profesi; 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA 

SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH. 

 

KESATU : Menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut LSP LKPP, dengan susunan keanggotaan sebagai 

berikut: 

1. Kepala LKPP bertindak selaku Pembina LSP LKPP. 

2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber 

Daya Manusia bertindak sebagai Pengarah LSP LKPP; dan 

3. Direktur Sertifikasi Profesi bertindak sebagai Ketua LSP 

LKPP. 
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